
: 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabnpaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Mengingat

Menimbang : a.. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraruran

Daerah. Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 20J 7 tentang

Penyelenggaraan Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip ditetapkan
oleh Bnpati setelah mendapat persetujuan. dari.Arsip Nasjonal
Republik Indonesia;

b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala, Arsip Nasional lndonesia

Nomor : B-PK.02.09 /48/2018 Tanggal27 Pebruari 2018 perihal.

Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Pemerintahan
Daerah Kabupaten Grobogan, -Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif
Kepegawaiao dan Apararur Sipil Negam dan Pejabat Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grcibogan telah disetujui,

sebingga d.apat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertim.bangan sebagaimana djroaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Supan
tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur
Sipil Negara dan.Pejabat Negara;
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Pemerintahan Dacrah (Lc:mbaran Nc:gara Rcpublik Indonesia

Tahtm 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negam Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimena telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 'rabun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega.ra Republik
lndonesia 'rabun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah NoDlOl" 28 Tabun 2012 tentang

PeJalrgaoaan Undang-Undang Nomor 43 Tabun 2009 tcntang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesta Tabun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 5286);

7. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15
Tahun 2012 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian Pegawai Ncgeri Sipil dan Peiabat Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tabun 2013 Nomor 228);

8. Perab.:.ran Daerah KabupatenGrobognn Nomor 15 Tabun

2016 terrtang Pc:mbc:nlukan dan Susunan Perangk.at Oaerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tabuo 2016 Noruor

15, Tambaban Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan NomOT

15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 l"ahun

2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Kabupa1en Grobogan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lc:mbatan Daerah Kabupatcn Grobogan Nomor 1);

23 Tahun 2014 tentangNomor5. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 152,
Tamhaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undaug-Undang Nomnr 12 Tabun 2011 tentang
Pembenrukan Peratumn Perundang-undangan (Lembaran

Ncgara Rcpublik Indonesia Tabun 2011 NOIIl()r82, Tambaban

Lembaran Negara RepubUkIndonesia NomOT5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negam Republik Indonesia 'rabun 20 L4

Nomor 6, Tambaban Lembaran Negam RepubLik Indonesia
Nomoi· 5494);



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
I. 09~r8h adaJah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adslah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah yang memimpin pe1aksapHHn UJ"WiaIl pemerintahan yang mc::ojadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah BupatiGrobogan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah kabupaten.

5. Lembaga Kearsipan Daera.h IIda1ah Organisasi .Peronglmt Do.eroh yang

mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan tara
kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa da1am berbagai bentuk dan
media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintaban daerah, lembaga
pendidikari, peroeahaan, organisasi politik, organisasi kema.syarakatan, dan
perseorangan dalam pclaksanaan kehidupan bermasyarakat, bcrbangsa, dan

bernegara.
7. Jadwal Retensi Arsip Pejabat Negara adalah Jadwal Retensi Arsip mengenai

arsip perseorangan yang merupakan rekaman peljalanan karier Apa.ratur Sipil

Negara I NonAparatur Sipil Negara yang diangkat menjadi Pejabat Negara
8. Pejabat Negan. ada1ab Pejabat Negara di lingkungan PP.m~rinl8h Kabllpaten

Grobogan yaitu Bupati dan Wakil Bupa.ti, Ketua, Wakil KetuA dan anggota

Dewan Perwakilan RakyalDaerah (DPRD).
9. Pimpinan DPRDadalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan waki.L

ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

1n. AnggotR OPRDadalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan
PerwQ}rila.nRak;).-at Daerah secuai dengan ketentuan peraturan perundang­

Wldangan.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN BUPATl TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP

FASILlTATIF KEPEGAWAlAN APARATOR SIPIL NEOARA DAN

PEJABAT NEGARA..

MEMUTUSKAN :



18.Jangk.a. waktu Simpan (retensi) Ina.lctif adalah masa simpan minimal auatu jenis,

arsip pada unit lrearsipan/pusat areip. Jangka waktu simpan arsip iruUrtif

dihitung sejak habisnya masa retensi arsip aktif sampai nilai gunanya untuk

kepentingan referensi berakhir.

19. Musnah pada koJom "Keterangan" adalah keterangan yang menyatakan bahwa
suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanannya
telnh habia dan tidak memiliki nilai guna lagi.

20. Perrnanen pada kolom ·Keterangan" adaJah keterangan yang menyatakan

bahwa suatu jems arsrp yang merniliki nilai guna sekunder atau nilai guna

primer, wajib diserah.kan kepada lembaga kearsipan daerah sebagai bukti
pertanggungjawab sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

21. Nilai Guna Arsip adalah nilai a.rsjp yang didasarkan pada kegunaannya bagi

kepentiDgan pengguna arsip,

22. NililiGuna Primer adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi

kepentingan Iernbagajinstanst pencipta arsip.

23. Nilai Guna Sekunder adalab nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip
bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya
sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektifbangsa.

11. Aparatur Sipil Negara yang seJanjutnya disingkat ASH ada1ah profesi bagi

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintab dengan perianjian kerja yang
be.kelja. pada iDstansi petnerintab.

l2. JadwaJ RctCIUi Arsip Kepegawaian ada1ah Jadwal Rctcnsi Areip khusua

mengenai Arsip ASN dan Pejabat Negara.
13.Serkas Perorangan adalah arsip yang tercipta daJam raogka perjalanan karier

orang perorang, pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

14.Jadwal Ret.ensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalab daftar yang berisi
sekurang-kurangnya jangka waktu pcnyimpanan atau retensi, jenis araip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suaru jenis arsip
dimusnahkan atau dipermanenkan yang d.ipergunakan sebagw pedoman
penyusutan dan penyelamatan arsip,

15. Rerensi Arsip adalah jangka wakru penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap
suatu jenis arsip.

16. Jangka Waktu Simpan [retcnei] a.dalah mass. simpan minimal suatu jenie IlrSip

pacta unit pengolah dan atau unit kearsipan.
17. Jangka Waktu Simpan (retensi)Aktif adalah mass simpan minimal suatu jenis

arsip pada unit pengolah. Jangka waktu simpan arsip ak:tif dihitung sejak arsip

diciptakan mulai diregistrasi hingga selesai diproses ..



f. administrasi pegawai;

g. kesejahteraan pegawai;

h. pemberhentian pegawai tanpa hak pensiun;

I. pereclieihan / sengaeta kepegawaian;

j. usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/ janda! dudanya dan

ASN yang tewas;

k. berkas perseorangan ASH;

1. berkas perseorangan pejabat Negara;

In. berkas perseorangan pejabat lainnya; dan

n. berkas perseorangan kepala desa

(1) Ketentuan mengenai JRA FasilitatifKepegawaian ASN dan P'ejabaL Negara serta

pejabat lainnya di IingJrungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati hi.
(2) JRA Fasilitatif Kcpcgawaian ASN dan Pejabat Negara serta pejabat lainnya eli

lingIrungar. Pemerintah Daerah memuat jenIs arsip, retensi atau jangka waktu

simpan, dan keterangan.

(3) Jenis Alsip Kepegawaian ASN dan pejabat Negara serta pejabat lainnya pada

Pemerinto.han Daerah sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) meliputi :

a. fon:nasi pegawai;

b. pengadaan pegawai;

c. pembinaan karir pegawai;
d. penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai:

c. .mutael pcgawai;

PasaJ3

BAB ill
JADW AL RETENSJ ARSIP

Maksud dan tujuan ditetapkannya Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian

ASN dan Pejabal Nc:gan<ada lab sebagai pedoman dalam pcnentwm jongkn waktu

penyimpanan dan penyusutan arsip kepegawaian ASN daD Pejabat Negara serta

pejabat lainnya di Iingk:t.mganPemerintah Daerah.

BAB n
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasa1 2



Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraruran Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan BeJanjaDaerah.

Pasal 7

BAB IV
PEMBlAYAAN

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat

diperpanjang sesuai kebutuhan setelab terlebih dahulu mendapat persetujuan

pimpinan Pcrwlgkat Daerah.

Pasal6

guna; atcu

b. permanen, apabila dianggap memiliki nilai guna kesejaraban, nilaiguna primer

dan/atau nilai guna sekunder.

l<ekomendasi yang dituangkan dalam kolom keterangan dltetapkan bcrdasarkan

pertimbangan. sebagai berikut :

a. musnah, apabila pada masa akhiI: retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai

Pasal S

(1) Peneutuan retensi arsip ASNdan pcjabat negara serta pejabat lainnya dihitung

sejak kegiatan dinyatskan selesai.

(2) Kegiatan dinyatakan selesai sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dihitung
sejak selesainya hak dan kewajiban ASN dan pejabat negara serta pejabat

Jainnya dan/atau sctiap tahun anggnron berakhir.

PasaJ 4

(4) Retensi atau jangka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan batas paling singicatjangka waktu penyimpanan arsip kepegawaian.

(5) Retensi atnu jarigka waktu simpan arsip sebagaimana dimaksud p:ltla ayar (2)

dttentukan untuk.retensi akti!dan inaktif.

(6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rekomendasi yang

menetaplcan arsip dimusnahkan a:taD dipermanenkan



BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR:

Diundanglcan di Purwod2di
pada tanggal , .ll- S - :J.o,f?

Agar setiap orang mengetahiainya, memerintahkan pengundangan
Pero.tu:ran Bupati ini dengan penempatannya dalam Bents. Daerah
Kabupaten Grobogan.

BABV

PENU1'lJ1>
Pasal8

Peraruran Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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